BAB I1
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Badan Usaha Mandiri Terpadu
adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil.
Menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat
dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan
atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan
berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam :keselamatan (berintikan
keadilan, kedamaian, kesejahteraan). BMT sesuai namanya terdiri dari dua
fungsi utama vaitu :*

1. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan
pengembangan  usaha-usaha produktif ~dan investasi dalam
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil.

2. Baitulmal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan
sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan
dan amanahnya.

Secara harfiah baitulmal berarti rumah dana dan baitut tamwil berarti
rumah usaha. Baitulmal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangan
islam, dimana baitulmal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus
menasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitut tamwil dapat ditarik suatu
pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang
juga berperan sosial.

Sebagai lembaga sosial, baitulmal memiliki kesamaan fungsi dan peran
dengan lembaga amil zakat (LAZ), oleh karenanya baitulmal ini harus
didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan.
Sementara sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya

pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam.

M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar — Dasar Ekonomi Islam, Solo: Era Adicitra Intermedia,
2011, h. 380.
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Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua
fungsi utama yaitu : sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah
seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai
institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif
sebagaimana layaknya bank. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan
BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang
diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT
berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan
perdagangan, industri, dan pertanian.

Pasca berdirinya Bank Muamalat Indonesia telah timbul peluang untuk
mendirikan bank-bank yang berprinsip syari’ah. Namun operasionalisasi BMI
kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah terutama di
daerah, sehingga dibutuhkanlah kehadiran BPRS dan BMT di tengah-tengah
masyarakat.

Visi BMT adalah untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan
dapat meningkatkan kualitas ibadah tidak hanya dalam aspek spiritual namun
mencakup segala aspek kehidupam. Sehingga setiap kegiatan BMT harus
berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Misi
BMT adalah membangun masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran,
berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha
Allah SWT. Tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha
ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umum. BMT bersifat
usaha bisnis dan mandiri serta ditumbuhkembangkan secara swadaya dan
dikelola secara profesional.

Adapun Ciri — Ciri utama BMT :

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan
pemanfaaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan
lingkungannya.

2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk
mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi

kesejahteraan orang banyak.
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3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di
sekitarnya.

4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT
itu sendiri bukan milik seseorang atau milik orang dari masyarakat
luar.

Ciri — Ciri Khusus BMT :

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan
produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah baik sebagai
penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.

2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah
staf yang terbatas karena sebagian besar staf harus bergerak di
lapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor,
dan mensupervisi usaha nasabah.

3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan
tempatnya biasanya di madrasah, masjid, atau mushola ditentukan
sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah
pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari
para nasabah BMT.

4. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami
dimana :

a. Administrasi keuangan, pembukuan, dan prosedur ditata dan
dilaksanakan dengan sistem akutansi sesuai dengan standar
akutansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip
syariah.

b. Aktif, menjemput bola, bekerjasama, berprakarsa, proaktif,
menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah
dengan bijak, bijaksana yang memenangkan semua pihak.

c. Berpikir, bersikap dan berperilaku ahsana amala (service
excelence).

BMT mempunyai beberapa komitmen yakni antara lain :

1. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT.



3.
4.

17

Memperhatikan  permasalah-permasalahan  yang berhubungan
dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.

Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarkat.

Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran yaitu :2

1.

Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif
melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya
sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-
pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami misalnya bukti
transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap
konsumen.

Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus
bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan
mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan,
penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau
masyarakat umum.

Melepaskan ketergantungan pada rentenir masyarakat yang masih
tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi
keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka
BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik misalnya
tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.

Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang
merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat
yang kompleks dituntut harus pandai bersikap oleh karena itu
langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan
skala prioritas yang harus diperhatikan misalnya dalam masalah
pembiayaan BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam

hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan yang dilakukan.

*Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah,

Jakarta: Grasindo, 2005, h. 350.
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Selain itu, peran BMT di masyarakat antara lain :

- Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

- Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi islam.

- Penghubung antara kaum agnia(kaya) dan kaum dhu’afa
(miskin).

- Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup
yang barakah, ahsanu ‘amala, dan salaam melalui spriritual

comunication dengan dzikir galbiyah ilahiah.

BMT berfungsi sebagai :*

1.

Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT,
uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit
surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak
yang kekurangan dana).

Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat
pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk
memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

Sumber pendapatan, BMT menciptakan lapangan kerja dan
memberi pendapatan kepada para pegawainya.

Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat
mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga
tersebut.

Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat
memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan
juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang
memberatkan bagi UMKMK tersebut.

Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan
mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi
anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah

kerjanya.

*Huda Nurul & Heykal Mohammad, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan
Praktis, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Cet.3, h. 363.



10.

19

Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih
profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam
menghadapi persaingan global.

Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara
pemilik dana (shohibul maal)dengan dhuafa sebagai (mudharib)
terutama untuk dana-dana sosial seperti : zakat, infak, sedekah,
wakaf, hibah.

Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara
pemilik dana (shohibul maal) baik sebagai pemodal maupun
penyimpan dengan pengguna dana  (mudharib)  untuk

pengembangan usaha produktif.

Fungsi BMT di masyarakat :

1.

Meningkatkan kualitas SDM angota, pengurus, dan pengelola
menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera)
dan amanah.

Mengorganisir dan memobilisasi dana, sehingga dana yang dimiliki
oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal.
Mengembangkan kesempatan kerja.

Mengukukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar
produk — produk anggota.

Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga — lembaga

ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salam, yaitu

penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.
Prinsip Dasar BMT :

1.

Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu
‘amala (memuaskan semua pihak) dan sesuai dengan nilai-nilai

salaam : keselamatan, kedamaian, kesejahteraan.



20

2. Barakah artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan
jaringan, transparan (keterbukaan) dan bertanggungjawab
sepenuhnya kepada masyarakat.

3. Spiritual commucation (penguatan nilai ruhiyah).

4. Demokratis, partisipasif, dan inklusif.

5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, nondiskriminatif.

6. Ramah lingkungan.

7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta

keanekaragaman budaya.

8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan
kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Prinsip — Prinsip BMT :

1. Keimanan dan Kketakwaan pada Allah SWT dengan
mengimplentasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke
dalam kehidupan nyata.

2. Keterpaduan di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan

dan menggerakkan etika moral dan moral dinamis, proaktif,

progesif, adil dan berakhak mulia.

Kekeluargaan (kooperatif).

Kebersamaan.

Kemandirian.

Profesionalisme.

N o g &~ w

Istigamah : konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan
tanpa putus asa. Setelah mencapai satu tahap maju ke tahap
berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan berorientasi pada
pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi
yang produkif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar
terutama usaha mikro dan fakir mskin.

Adapun jenis — jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan

dapat berupa: setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok
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khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT.
Selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam
aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad
mudharabah (titipan berbagi hasil) dari anggota berbentuk :

a. Simpanan biasa.

b. Simpanan pendidikan.

Simpanan haji.

o ©

Simpanan qurban.
Simpanan Idul Fitri.
Simpanan walimah.

Simpanan akikah.

o Q —H~ o

Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan).

. Simpanan kunjungan wisata.

J. Simpanan mudarabah (semacam deposito 1, 3, 6, 12 bulan).

Dengan akad wadi’ah (titipan tidak berbagi hasil) diantaranya
berbentuk :

1. Simpanan yad al-amanah : titipan dana zakat, infak,dan sedekah untuk
disampaikan kepada yang berhak.

2. Simpanan yad ad-damanah : giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh
penyimpanan.

Kegiatan pembiayaan atau kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil
antara lain dapat berbentuk:

a. Pembiayaan mudarabah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama
antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama (shahibul maal) sebagai
pemilik dana dan (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.
Keuntungan dibagi dua antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan
laba yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana.

b. Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing

pihak memberikan kontribusi dengan ketentuan bahwa keuntungan dan

kerugian akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan.
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. Pembiayaan murabahah yaitu jual beli kepemilikan suatu barang tertentu
yang dibayar pada saat jatuh tempo, sekali bayar.

. Pembiayaan ba’y bitsaman ajil yaitu pemilikan suatu barang tertentu
dengan mekanisme pembayaran cicilan.

. Pembiayaan ba’i as-salam yaitu transaksi jual beli yang pembayarannya
dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya diserahkan
dikemudian hari.

. Pembiayaan Isthishna’ yaitu transaksi jual beli dimana pihak penjual
kedudukannya sebagai pembuat atau sebagai pemesan kepada pihak
lainnya yang meproduksinya. Pembayarannya secara diangsur, dan
penyerahan barang dilakukan di akhir periode pembiayaan.

. Pembiayaan gard al-hasan yaitu pinjaman kepada nasabah dengan
ketentuan bahwa nasaba wajib mengembalikan dana yang diterimanya
tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

. Pembiayaan ijarah yaitu memberikan penyewa untuk mengambil
pemanfaatannya barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengann

imbalan yang telah disepakati bersama.

Tabungan

Menabung merupakan tindakan yang diajarkan oleh islam, karena

menabung berarti seorang mempersiapkan diri untuk melaksanakan

perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal

yang tidak diinginkan.

Dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa (4) : 9

z
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Artinya:  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)
mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada
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Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
benar.

Q.S. Al-Bagarah (2) : 266
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Artinya: Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin
mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu
segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua
pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang
masih kecil-kecil.

Kedua ayat tersebut memerintahkan Kkita untuk bersiap-siap dan
mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/tagwa)
maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya.
Salah satu langkah perencanaanya adalah dengan menabung.

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1
Butir 5 : Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek, bilyet giro, atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Fatwa No : 02/DSN-MUI/1V/2000 tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Tabungan  Menimbang, Mengingat, Memperhatikan:  Memutuskan,
Menetapkan : Fatwa tentang Tabungan

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan

yang berdasarkan perhitungan bunga.

*Malayu S.P. Hasibuan,Dasar-Dasar Perbankan,Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, h.83.
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2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan
prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharababh:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola
dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya
mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan
bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan
dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah
tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi ah:

1. Bersifat simpanan.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan
kesepakatan.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk
pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Untuk mengembangkan usaha BMT, maka para pengurus harus
memiliki strategi pencarian dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota,
pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis

sumber dana tersebut dapat di klasifikasikan sifatnya saja yang komersial,
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hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Produk-produk tabungan BMT

sebagai berikut:

1.

Tabungan Pokok

Tabungan pokok dibayar hanya untuk satu kali, yaitu pada saat seseorang
akan masuk menjadi anggota BMT. Jumlah tabungan pokok sama antara
satu anggota dengan anggota lainnya. Tabungan pokok jumlahnya selalu

lebih besar dibandingkan dengan tabungan wajib.

. Tabungan Wajib

Tabungan wajib adalah tabungan yang dibayar secara teratur oleh anggota
sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan (harian, bulanan, mingguan,
dan lain-lain). Besarnya tabungan wajib sama untuk setiap anggota dan
ditetapkan melalui musyawarah anggota.

Tabungan Sukarela

Tabungan sukarela adalah jenis tabungan yang sifatnya bebas, baik
mengenai jumlah maupun waktu menyetorkannya. Tabungan ini diadakan
untuk menampung minat yang ingin menabung lagi di luar tabungan wajib
dan tabungan sukarela. Tabungan sukarela dapat ditarik sewaktu-waktu
sesuai dengan kesepakatan.

Tabungan Wajib Pinjam

Tabungan wajib pinjam adalah tabungan yang diwajibkan kepada
seseorang Yyang diberikan pinjaman, yaitu setiap anggota menerima
peromodalan dari BMT maka permodalan tersebut langsung
dikurangi/dipotong sejumlah tertentu untuk tabungan. Besarnya persentase
potongan yang harus ditabung kembali oleh peminjam ditentukan melalui
musyawarah anggota.

Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah bentuk simpanan yang dapat disetor dan

ditarik sewaktu-waktu/setiap saat.

® Lubis Suhrawadi K, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h.119.
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. Tabungan Pendidikan
Tabungan pendidikan adalah tabungan yang dikhususkan untuk biaya
pendidikan tabungan ini dapat disetor secara bebas/sewaktu-waktu. Akan
tetapi pengambilannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu yaitu ketika
menjelang  kebutuhan pendidikan. Tabungan pendidikan dapat
dikembangkan menjadi :
Tabungan pendidikan siswa yaitu untuk tingkat taman kanak-kanak sampai
dengan tingkat sekolah lanjutan atas.
Tabungan pendidikan mahasiswa yaitu untuk mahasiswa yang sedang
belajar di perguruan tinggi.
. Tabungan Kesehatan
Tabungan kesehatan adalah tabungan yang disediakan untuk pembiayaan
kesehatan penabung dan keluarganya pada saat terkena musibah seperti
sakit atau kecelakaan (termasuk biaya untuk persalinan). Penyetoran
tabungan dapat dilakukan setiap hari. Tabungan kesehatan dapat bersifat
perorangan atau bersifat kelompok. Pengambilan tabungan ini dapat
dilakukan hanya pada waktu yang dibutuhkan.
Tabungan Walimah
Tabungan walimah adalah tabungan yang kegunaannya untuk keperluan
resepsi, seperti : resepsi pernikahan, resepsi khitanan, dan lain-lain.
Tabungan walimah ini dapat disetor setiap hari. Akan tetapi
pengambilannya hanya pada waktu-waktu menjelang walimah.
. Tabungan Qurban dan Agigah
Tabungan ini bersifat khusus yaitu semata-mata hanya untuk
melaksanakan ibadah qurban atau agigah. Tabungan ini dapat disetor
setiap minggu, tetapi pengambilannya hanya dapat dilakukan pada waktu

menjelanga pelaksanaan qurban atau agigah.

10. Tabungan Lainnya

Tabungan lain bersifat khusus seperti : tabungan haji/umroh, tabungan idul

fitri, tabungan perumahan dan lain-lainnya.
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C. Pengertian Nasabah

Nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat
nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena
itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang
terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya
disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.
Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi
pelanggan bank (dalam hal keuangan.)®

Dalam peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI1/2005 tentang penyelesain
pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan nasabah adalah
pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki
rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk transaksi keuangan.

Di dalam UU No0.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang
jenis dan pengertian nasabah. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa
pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Jenis nasabah
ada 2 yaitu :

a. Nasabah Penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di
bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan
nasabah yang bersangkutan.

b. Nasabah Debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit
atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan
dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

bersangkutan.

D. Pengertian Produk Penghimpunan dana
Penghimpunan Dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank
untuk mencari dana dari nasabah kemudian oleh pihak bank disalurkan

kepada mereka-mereka yang membutuhkan (sebagai modal dalam berusaha).’

6Departemen Pendidikan Nasioanal, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai
Pustaka, 2005, ed.3, cet.3, h.775.
"Ibid h.49.
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Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana
masyarakat adalah prinsip al-wadiah dan mudharabah.
1. Prinsip Wadiah
Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad dhamanah
yang diterapkan pada produk rekening giro.Secara umum wadiah
adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi’) yang mempunyai
barang/asset kepada pihak penyimpanan (mustawda’) yang diberi
amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat
barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan
dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan

menghendaki.?

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (4) : 58
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Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya”.

2. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip Mudharabah, penyimpan bertindak
sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan Bank sebagai Mudharib
(pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada
nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana
yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk murabahah, ijarah,
musyarakah, atau bentuk lainya. Hasil usaha ini kemudian akan dibagi
hasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati.
Dalam hal bank menggunakan untuk melakukan mudharabah kedua
maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

®Hendrojogi,Koperasi Asas-Asas :Teori Dan Praktik Jakarta: Rajawali, 2012, h. 193.
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Bank telah menunjukkan peran yang penting sebagai lembaga
keuangan dalam menjembatani para penabung dengan investor.
Tabungan di maksud, akan bermanfaat bila di investasikan oleh bank
kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedangkan para penabung
tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola atau melakuakan bisnis.
Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi
yang bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya dan Khususnya

masyarakat Islam yang membutuhkan dana.®

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Muzammil (73) : 20
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Artinya:“....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari
sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi
berperang di jalan Allah.

Pengertian Wadiah

Secara etimologi berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan
pada pemiliknya untuk dipelihara,’® sedangkan secara terminologi wadi’ah,
yaitu penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan
yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.**
1.  Dasar Hukum Wadi’ah

Dasar hukum akad wadi’ah antara lain :

a. Bersumber dari Al-Qur’an

Q.S. An-Nisa (4): 58

ﬂ“’ }}z ;"/. /.a;‘/.g

® Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah,Jakarta : Sinar Gafika, 2008 h. 45.
% Harun Nasroen, loc.it, h.244
“'pasal 20 angka (17) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.”

Q.S. Al-Bagarah (2) : 283
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Artinya :“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (olen yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah
orang Yyang berdosa hatinya; dan Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Bersumber dari Hadits

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda :
“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan
janganlah  engkau mengkhianati  orang  yang  telah
mengkhianatumu”. (HR.ad-Darimi nomor 2484).

Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah telah bersabda,
“Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidakk
beramanah, tiada sholat bagi yang tidak bersuci”. (HR.Tabrani).
Bersumber dari [jma’

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan
ijma terhadap legitimasi al-wadi’ah karena kebutuhan manusia

terhadap hal ini jelas terlihat seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily
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dalam al-Figh al-Islami wa Adillatuhu dari kitab al-Mughni wa
Syarh Kabir li 1bni Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy.*?
Penjelasan :

Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah
(tangan amanah), artinya ia tidak bertanggungjawab atas
kehilangan atau kerusakan atau kecerobohan yang bersangkutan
dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas

kemampuan).

2. Rukun dan Syarat Wadi’ah

Rukun wadi’ah yaitu :*

Muwaddi’/penitip.

Mustaudi’/penerima titipan.

Wadi’ah bih/harta titipan.

Akad.

Syarat wadi’ah yaitu :'

Para pihak yang melakukan akad wadi’ah harus memiliki
kecakapan hukum.

Harta wadi’ah harus dapat dikuasai dan diserahterimakan.
Muwaddi’ dan mustaudi’ dapat membatalkan akad wadi’ah sesuai

kesepakatan.

3. Macam-Macam Akad Wadi’ah

Ulama membagi wadi’ah kepada dua macam, yaitu 10

a. Wadi’ah Yad Al-Amanah

Wadi’ah macam in mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1)Harta benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan

oleh penerima titipan.

12 Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, at-Tarsyid Asyyari lil-Bunuk al-Qoimah, Kairo:
al-Ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986.

Bpasal 413, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

“Ibid, Pasal 414-416

>Gemala Dewi,Aspek-Aspek Hukum, loc.it, h.82.



32

2) Penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah

yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang

dititipkan tanpa mengambil manfaanya.

3) Sebagai konpensansi, penerima titipan diperkenankan untuk

membebankan biaya kepada yang menitipkan.
b. Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah

Wadi’ah macam ini mempunyai ciri-Ciri sebagai berikut :

1)

Harta benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan
oleh penyimpan.

2) Apabila ada dari hasil pemanfaatan benda titipan,maka hasil

tersebut menjadi hak si penyimpan. Tidak ada kewajiban untuk

memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda.

4, Ketentuan Wadi’ah

Ketentuan wadi’ah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai

berikut:

a. Ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan wadi’ah bih®®:

Mustaudi’ boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk
menyimpan wadi’ah bih.

Mustaudi’ harus menyimpan wadi’ah bih di tempat yang layak
dan pantas.

Jika mustaudi’ terdiri atas beberapa pihak dan wadi’ah bih tidak
dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat
menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain,
atau mereka menyimpannya secara bergiliran.

Jika wadi’ah dapat dipisah-pisah, maka masing-masing
mustaudi’ dapat membagi-bagi wadi’ah bih sama besarnya,
sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.

Jika muwaddi’ tidak diketahui keberadaannya mustaudi’ tetap
harus menyimpan wadi’ah bih sampai diketahui dan atau
dibuktikan bahwa muwaddi’ telah ada.Mustaudi’ dibolehkan

16 pasal 419-427 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
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memindahtangankan wadi’ah bih tersebut setelah mendapat
persetujuan pengadilan.

Jika wadi’ah termasuk harta yang rusak bila disimpan lama,
maka mustaudi’ berhak menjualnya, serta hasil penjualannya
disimpan berdasarkan amanah. Jika harta tersebut tidak dijual
dan rusak, maka mustaudi’ tidak wajib mengganti kerugian.

Jika wadi’ah bih memerlukan biaya perawatan dan
pemeliharaan, maka mustaudi’ harus bertanggung jawab akan
biaya tersebut. Jika mustaudi’ tidak diketahui keberadaannya
maka mustaudi’ dapat memohon kepada pengadilan untuk
menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan muwaddi’.
Jika mustaudi’ mencampurkan wadi’ah bih dengan harta lainnya
yang sejenis sehingga tidka bisa dibedakan tanpa seizin
muwaddi’, maka mustaudi’ dinyatakan bersalah. Jika mustaudi’
mencampurkan wadi’ah bih dengan harta lain seizin muwaddi’
atau tanpa sengaja tercampurkan sehingga tidak dapat dibedakan
antara satu dengan lainnya, maka kerusakan yang terjadi pada
harta tersebut bukan tanggung jawab mustaudi’.

b. Ketentuan pengembalian wadi’ah bih : *'

Muwaddi’ dapat mengembalikan kembali wadi’ah bih sesuali
ketentuan akad.

Apabila mustaudi’ meninggal dunia, maka ahli waris harus
mengembalikan wadi’ah bih.

Segala sesuatu yang dihasilkan oleh wadi’ah bih menjadi milik
muwaddi’

Apabila  muwaddi’ tidak diketahui lagi keberadaannya,
mustaudi’ harus menyerahkan wadi’ah bih kepada keluarga

muwaddi’ setelah mendapat penetapan pengadilan.

7 |bid, Pasal 428-433
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- Jika muwaddi’ meninggal dunia maka wadi’ah bih harus
diserahkan kepada ahli warisnya.
5. Perhitungan Bonus dari Wadi’ah'®
Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan
wadi’ah adalah sebagai berikut :
a. Bonus wadi’ah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadi’ah

dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

tarif bonus wadi’ah X saldo terendah bulan ybs

b. Bonus wadi’ah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus
wadi’ah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang

bersangkutan.

tarif bonus wadi’ah X saldo rata-rata harian bulan ybs

C. Bonus wadi’ah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadi’ah

dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

tarif bonus wadi’ah X saldo harian ybs X hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadi’ah tersebut, hal-hal

yang harus diperhatikan adalah :

a). Tarif bonus wadi’ah merupakan besarnya tarif yang diberikan
bank sesuai ketentuan.

b). Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.

c). Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi
hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.

d). Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.

e). Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal
pembukaan atau tanggal penutupan, tetapi termasuk hari tanggal

tutup buku.

*Karim Adiwarman A,BANK ISLAM Analisis Figih dan Keuangan, Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2004, h. 346.
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f). Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena
rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir
bulan tidak mendapatkan bonus wadi’ah, kecuali apabila
perhitungan bonus wadi’ahnya atas dasar saldo harian.

6. Implementasi Wadi’ah di BMT®Y
Wadi’ah di BMT diartikan dengan akad penitipan uang dari pihak yang
mempunyai uang (anggota/nasabah) kepada BMT sebagai pihak yang diberi
kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta
keutuhan uang itu. Wadi’ah yang digunakan di BMT pada umumnya adalah
wadi’ah yad al-dhamanah, yaitu akad penitipan uang dimana BMT harus
bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Semua
manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang titipan jadi
hak BMT. Namun, pihak BMT vyang telah menggunakan uang titipan
tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus
dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan
dalam nominal persentase secara advance.
Dalam mengimplementasikan wadi’ah di BMT dalam bentuk

tabunngan, mesti memenuhi persyaratkan sebagai berikut :
1. BMT bertindak sebagai penerima uang titipan dan nasabah bertindak

sebagai pemilik uang titipan.
2. Uang titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah

nominal.
3. Uang titipan dapat diambil setiap saat.
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada

nasabah
5. BMT menjamin pengembalian uang titipan nasabah.

9 Janwari Yadi, Fikih Lembaga Keuangan Syari’ah, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2015, Cet.2, h.9.



